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BAB V 

 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Pengaturan pada Pasal 93A UU Minerba, Pasal 14 Ayat (2) Permen ESDM 

No. 48/2017, dan Pasal 64 Permen ESDM No. 7/2020 sejatinya berasal dari 

hak penguasaan Negara atas sumber daya alam. Negara melaksanakan fungsi 

pengelolaan yang berkaitan dengan kepemilikan saham guna melindungi dan 

menjaga keberlangsungan pemanfaatan mineral dan batubara agar betul-betul 

ditujukan untuk kemakmuran masyarakat. Pengelolaan dilakukan oleh 

Negara agar menjaga dan memastikan mineral dan batubara yang sifatnya 

terbatas dan tak terbarukan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Menteri ESDM 

berperan sebagai pembantu Presiden dan Gubernur sebagai perpanjangan 

tangan pemerintahan pusat melakukan pengelolaan terhadap Perusahaan 

Pertambangan sebagai pihak yang mengusahakan sumber daya alam yang 

menyangkut hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh Negara. Mengingat 

vitalnya sektor pertambangan mineral dan batubara, maka Negara wajib 

secara aktif mengupayakan pengelolaan yang tinggi agar bisnis Perusahaan 

Pertambangan tetap sehat guna meningkatkan nilai tambah terhadap mineral 

dan batubara serta semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia.  

2. Dalam hal Menteri ESDM atau Gubernur kerap menolak permohonan 

pengalihan saham Perusahaan Pertambangan, maka apabila Perusahaan 

Pertambangan menyadari kesalahannya maka ia akan mengajukan 

permohonan kepada Menteri ESDM atau Gubernur.  Akan tetapi, dalam hal 

Perusahaan Pertambangan merasa bahwa penolakan Menteri ESDM atau 

Gubernur menunjukkan adanya tendensi kesewenang-wenangan, atau apabila 

dirasa persyaratan yang diberlakukan tidaklah masuk akal, atau alasan-alasan 

lain yang dengan alasan tersebut Perusahaan Pertambangan merasa dirugikan 

dan tidak terima atas penolakan permohonan, maka Perusahaan 

Pertambangan dapat mengajukan upaya hukum ke PTUN dan menggugat 
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keputusan penolakan Menteri ESDM atau Gubernur. Pengalihan saham yang 

dikehendaki baru dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri 

ESDM atau Gubernur, atau dalam hal pengalihan saham yang dikehendaki 

termasuk dalam Pasal 21 Ayat (2) UU PT maka baru dapat dilakukan setelah 

mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau Gubernur dan Menkumham. 

Dalam hal permohonan pengalihan saham termasuk dalam Pasal 21 Ayat (2) 

UU PT kerap ditolak oleh Menteri ESDM atau Gubernur, maka akan 

mengakibatkan tersendatnya proses pengajuan permohonan kepada 

Menkumham. Hal ini akan menyebabkan kerugian bagi Perusahaan 

Pertambangan karena memakan waktu yang lama dan dapat pula berdampak 

negatif terhadap peluang usaha Perusahaan Pertambangan sebagai pelaku 

usaha dan berefek domino pada timbulnya kerugian bagi Negara dan tenaga 

kerja. 

 

5.2 Saran 

Perbedaan terminologi yang digunakan dalam Pasal 64 Permen ESDM 

No. 7/2020 dengan UU Minerba dan Permen ESDM No. 48/2017 dapat 

menimbulkan kerancuan, sebab Pasal 64 Permen ESDM No. 7/2020 

menggunakan terminologi perubahan saham, sementara UU Minerba dan Permen 

ESDM No. 48/2017 menggunakan terminologi pengalihan saham. Walaupun 

akhirnya didapati bahwa makna perubahan saham dalam Pasal 64 Permen ESDM 

No. 64/2017 ialah pengalihan saham seperti dalam UU Minerba dan Permen 

ESDM No. 48/2017, namun akan lebih baik apabila Kementerian ESDM 

membuat peraturan dengan menggunakan terminologi yang sama dengan 

peraturan di atasnya yakni UU Minerba, agar tidak timbulnya salah tafsir dan 

salah pemaknaan. Pun akan lebih baik agar dalam masa mendatang Kementerian 

ESDM dapat memberikan penjelasan terhadap terminologi-terminologi yang baru 

muncul pada tingkat Peraturan Menteri ESDM dan belum diakomodir oleh UU 

Minerba, sehingga semua pihak yang berkepentingan akan memiliki pemahaman 

yang jelas dan benar akan hal tersebut. Di samping itu, mengingat rigidnya 

persyaratan guna mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau Gubernur, maka 

dirasa perlu untuk menyediakan pengarah dan penuntun bagi Perusahaan 
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Pertambangan yang kerap ditolak permohonan pengalihan sahamnya (lebih dari 2 

kali). Dengan demikian, dirasa perlu untuk membuat tim khusus dalam 

Kementerian ESDM yang berfungsi untuk mengarahkan Perusahaan 

Pertambangan agar dapat secepatnya memenuhi persyaratan yang ada guna 

permohonan pengalihan saham disetujui oleh Menteri ESDM atau Gubernur. Tim 

khusus yang dimaksud memiliki tugas untuk betul-betul membantu Perusahaan 

Pertambangan dan berdedikasi agar Perusahaan Pertambangan dapat dengan cepat 

memenuhi persyaratan yang ada guna dapat melakukan pengalihan saham 

secepatnya. Adalah dirasa tepat apabila rigidnya persyaratan guna mendapat 

persetujuan Menteri ESDM atau Gubernur diikuti dengan tim khusus yang 

bertugas menolong dan mengarahkan Perusahan Pertambangan agar dapat 

sesegera mungkin memenuhi persyaratan guna mendapatkan persetujuan 

pengalihan saham, agar kegiatan berusaha Perusahaan Pertambangan tidak 

tersendat dan tidak memicu kerugian baik terhadap Perusahaan Pertambangan, 

Negara, maupun tenaka kerja. 
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